BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang masith menjadi tantangan besar
bagi negara, setiap negora terutama di negora berkembang. Indonesia merupakan
negara berkembang yang masih tidak luput dari masalah kemiskman. Masalah
kemiskinan dapat menimbulkan keﬁnw:nmml sehingga menyebabkan
beberapa masyarakat fidak dapat memenuhi hak kebutuhan dasar sehari hari.
Kemiskinag tercipta  karena kondisi ketidakberdavaan yang menimbulkan
ermmihlmn m&ughldm ﬁtﬂl!‘l kehidupan tmlmgari m1MNpakm 1su
global yang senantiasa menjadi perhatian Pemerintah diberbagai negara Keadaan
ini menciptakan keterpanfungan dan keterasingan secara sosial seperti yang

Kabupaten Sleman merupakan bagian dari provinsi Daersh Istimewa
Yogyakarta berdasarkan datn Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 kabupaten
Sleman garis kemiskinan di kabupaten Sleman tercatat RP422,933 per kapita
perbulan meningkat menjadi RP250,763 ditahun 2022 Kemudian secora signifikan
meningkat menjadi RP491.652 data ini menunjukkan bahwa kebutuhan minimum
yaﬂghums dipenuhi masvarakat baik dar sisi pangan stan mrpaagm. Kenaikan
garis kemiskinan ini mencapai 16.2% dalam kurun waktu tign tahun mengalami
dampak serius. Menurut data (BPS,2021-2023)

Kondisi ini dapat menghambat pencapaian Kesejahteraan Sosial dan
menuntut  Pemerntash unfuk  membuat kcb?hn. Img mampu  menjangkau

kelompok rentan secara efektif untuk menjawsb pemmasalahan tersebut maka
pemerintah membuat Database Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS ) Sebagai
basis utama dalam menjalankan dan perumusan kebijakan. Perencanzan program
perlindungan sesial dan penyaluran bantuan kepada kelompok miskin dan rentan.
Yaitu melalui mekanisme venfikasi dan validasi bertahap {Pumawati & Mutia,
2024).

DTKS menjadi alat penting dalam mendistribusikan bantuan kepada
kelompok miskin dan rentan miskin ketepatan dotn don keakuratan dota secara



I3

berkala terhadap DTKS sangat krusial sehingga jika terjadi kesalahan dalam
pengelolasn data maka dapat berimplikasi kepada tidak \epatmya pemberian
tepatnya sasaran bantuan , data ganda sehingga bisa memperburuk kondisi sosial
masyarakat penerima DTKS. Meskipun begitu pengelolaan DTKS di Indonesia
masih mengalami permasalahan yang kompleks dan krusial. Menurut penelitian
(Purmnawati & Mutia, 2024) yang berjudul "Pengelolaan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kecamatan Kuranji Kota Padang ™ Hasil nya
menjeloskan  bahwa Wiulmm lﬁ Pimimiv.ﬁumnlem barat kecamatan
kuranji kulapﬁngtﬂah dilakukan sesuai denaan Fmﬂm.h:‘[enten Sosial nomor

3 Tahyn' 2021 tentang ?mgduﬁnm Dita Kesejohteran Sosial namun  dalam
implementasinya Mbﬂhﬁ.mu:apm tingkat w.hﬂ]'ﬂ dikarenakan
Iﬂutp‘lhﬁ:luimnkmmnm Nomor Induk !{epm,mdm alamat vang
tidak diperbarui  secara  berkala oleh masyarakat ﬂhnw mempengaruli

pewmlhtn DTKS,
Oleh karena itu diperfukan pengelolaan data kembali dmwtﬁmwmlk

mngh;iﬁm informasi yang akurat dan mutakhir sebaga dm dalam

Hmap‘iln kesejahtersan sosial yang efektif dan efisien. Ku{qu‘.ln data
dﬁﬁ:ﬂukm_mpa}a pemberian sasaran program perlindungan dan bantusn sosial
teruiama dana pengentasan keluarga niskin dan rentan MHﬂupal tercapai. Jika
datan sedah tervenfikas: dan validssi setinp saty uhmﬂh mulat dan desa
kemudian kelurshan, lalu kecamatan schingga sasaran utama dalam program
banmmam&llmﬂﬂupm Dampak sacara hnpmu dari ketidaktepatan
pmgeln[nun data DTKS Ini yaitu muncul seperti fmﬁuiﬂn error dan exclusion
ervor yaitu bantuan yang diterima oleh pihak yang tidak berhak dan penerima
bantuan yang berhak mm terabaikan, kesa.iahnn sasaran dan penundaan
penyaluran  berpotensi untuk memperburuk kondisi sosial ekonomi penerima
manfaat bantusn dan menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan

pelayanan sosial.

1.I.  Rumusan Masalah
1, Bagaimana Implementasi E-Government Dalam Pengelolaan Data



Terpadu Kesejahteraon Sosial (DTKS) Di Dinas Sosial Kabupaten Sleman?

1.3. Batasan Masalah

Implementasi E-Government menjadi salah satu strategs utama dalam
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data terpadu kesejahteraan
sosial (DTKS) di kabupaten sleman, dalam penelitian ini, rang lingkup dibatasi
pada pengelolaan dats DTKS di Dinas Sesial Kabupaten Sleman dengan fokus
kepada pengounaan dan penﬂnpm Wj._&ﬂhagﬂi alat optimalisasi
pengelolaan.difs. Aspek: teknis pengembanion splikasi tidok dibahas secara
mendalarm, demikian pula fakior eksternal di luar dinas sosial vang tidak terkait
langsung dengan pengelolsan data turut diabaikan. Batasan iH-ﬁﬁeriukm agar
hasil penelitian menjadi fokos, relevan, dan dapat dﬁuﬁhu acuan untuk
pengembangan kebijakan dan peningkatan inmlem Wt dalam
pengelolaan DTKS di Kabupaten Sleman.
140 Tujuan Penelitian

Tujuan penclitian :

I, Untuk menganalisis Implementasi E-Government Dalam Pengelolasn Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Dinas Sosial Kabupaten Sleman.

1.5 Manfaat Penclitian
Pencliian i difrapkan dapat mermberikan i sebaga kot
1.5.1.  Manfaat Teoritis:

|. Menambah Timu Pengetabuan, Khususnya Dalam Bidang Pelayanan
Publik Dan Sistem Informasi Manajemen, Terkait Implementasi E-Government
Dan Pengelolaan Data DTKS.

2. Memberikan Kontribusi Dalam Pengembangan Kerangka Teoritis Tentang
Faktor-Faktor Keberhasilan Dan Tantangan Dalam Implementasi E-Govermnment.

1.5.2. Manfaat Praktis:
a. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Sleman: Memberikan masukan dan evaluasi
terkait implementasi e-government pengelolaan data DTKS | sehingga



mendatang.

b. Bagi instansi pemerintah lainnya: Dapat menjadi studi kasus atau referensi
bagi instansi lain yang berencana stau sedang mengimplementasikan e-
Government dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial.
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